WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA

Menimbang

BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, khususnya di
lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu
dilakukan penyusunan dan penerapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pemerintah Kota
Banjarmasin;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf
a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah di lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin;

Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 1820);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)



4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tepublik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara &
Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Mentreri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Kota Banjamasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BANJARMASIN
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

a.
b.
C.

Walikota adalah Walikota Banjarmasin;

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai
proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berisikan
langkah kegiatan, aktor pelaksana, dan mutu baku;

. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah

pada SKPD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
kepala SKPD;

. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan
terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin adalah untuk menjadi
acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit kerja.

Pasal 4
Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur adalah agar tugas dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dapat diselenggarakan
secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien.

BAB 111

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5
Standar Operasional Prosedur Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin pada peraturan ini dapat dilakukan
penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi SKPD.

BAB IV

KETANTUAN PENUTUP

Pasal 6
Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur
tetap (protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun
menyesuaikan dengan ketentuan mengenai SOP administrasi pemerintahan
yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Juni 2018

WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA
Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Juni 2018

PLH SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

/

H. HAMDI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 31



( LZ ‘RAN
PE.. .TURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN

1.1.SOP Sekretariat
1.1.1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.1.1.1. SOP Pengelola Surat Masuk

Nomor SOP SOP- 101/ SATPOL.PP
Tangeal Pembuatan 08 Oktober 2015
Tanggal Revisi 08 Oktober 2017
Tanggal Efektif 04 Januari 2016
. KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Disahkan oleh KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
SEKRETARIAT SATPOL-PP Judul SOP Pengelolaan Surat Masuk
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata 1. Memiliki kemampuan mengadministrasi surat masuk
Kearsipan Departemen Dalam Negeri 2. Memiliki kecermatan, kecepatan dan ketelitian dalam memilah surat

2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah| 3. Memiliki kemitmen tinggi untuk melaksanakan SOP
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. AlatTulis Kantor
2. Tata Persuratan Dinas
3. Buku Agenda Surat Masuk

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Jika SOP ini tidak dibuat maka akan kesulitan melacak surat masuk yang 1. Di Buku Agenda Surat Masuk

2. Prosedur Pengelolaan Surat Masuk dapat berjalan sebagaimana mestinya
apabila semua pelaksana ada ditempatdan dapat menjalankan tugasnya

Lawmpiran 1, 1 SOP Pengielolu Surval Masuk
f 8



Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubag Keterangan
Umum dan F. Umum Sekretaris kepala Badarl Caraka Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
1 |Memerintahkan Fungsional Umum untuk melakukan
pencatatan surat masuk (:) ’;E:::E i‘flf:l 15 Menit | Lembar Disposisi
2 |Mencatat surat masuk dan diserahkan kepada Kepala W Agenda Surat
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Masuk & Lembar |30 Menit Disposisi
Disposisi
3 |Memeriksa surat masuk, jika setuju memberikan paraf A
dan diserahkan ke Sekretaris SATPOL-PP. Jika tidak N Tidak Surit Masik dan _ o
setuju dikembalikan kepada Fungsional Umum untuk Lembar Disposisi e Disposisi
ditindak lanjuti Ya
|
4 |Memeriksa surat masuk, jika setuju diparaf pada lembar
disposisi dan diserahkan kepada Kepala SATPOL-PP. Surat Masuk dan |, 5 Menit oi "
Jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag Umum dan Tidak Lembar Disposisi & epasis]
Kepegawaian Ya
5 |Memberikan disposisi kepada sekretaris untuk J,
ditindakianjuti Surat Masuk dan . .
Lembar Disposisi 30 Menit Disposisi
6 |Menyerahkan ke Kepala Sub Bagian Umum dan .
Kepegawaian untuk ditindaklanjuti E::;al\:lao?:; Og?sf: 15 Menit Disposisi
7 |Memerintahkan ke Fungsional Umum untuk pendataan Agenda Surat
surat masuk Masuk & Lembar |30 Menit Disposisi
Disposisi
8 |Mendata surat masuk dan menyerahkan ke Caraka A Agenda Surat
untuk pendistribusian surat Masuk & Lembar |15 Menit Disposisi
Disposisi
@ |Mendistribusikan surat masuk ke Bidang-bidang Surat Masuk dan _ o
, __. |30 Menit Disposisi
Lembar Disposisi
10 |Mendokumentasikan surat masuk \ Agenda Surat
Cb Masuk & Lembar |15 Menit | Lembar Disposisi

Disposisi




1.1.1.2. SOP Pengelola Surat Keluar

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- 102 / SATPOL.PP
Tanggal Pembuatan 08 Oktober 2015
Tanggal Revisi 08 Oktober 2017

Tanggal Efektif

04 Januari 2016

Disahkan oleh

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR
KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIAT SATPOL-PP

Judul SOP

Pengelolaan Surat Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan
Departemen Dalam Negeri

2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Memiliki kemampuan mengadministrasikan surat keluar

2. Memiliki kecermatan, kecepatan dan ketelitian dalam memilih dan

memilah surat

3. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer dan Printer
3. Tata Persuratan Dinas

4. Buku Agenda Surat Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. lika SOP ini tidak dibuat maka akan kesulitan melacak surat keluar yang sewaktu-

2. Prosedur Pengelolaan Surat Keluar dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila
semua pelaksana ada ditempat dan dapat menjalankan tugasnya

1. Di Buku Agenda Surat Keluar

Lampiran 1. 2 SOP Pengelola Surat Keluar




( (
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Kasubag Keterangan
Badan Sekretaris Umum dan F.Umum Caraka Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
1 [Memerintahkan Sekretaris untuk membalas surat
masuk @ Surat Masuk 5 Menit | Lembar Disposisi
2 |Memerintahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Y e Konsep surat
Kepegawaian untuk membuat konsep surat keluar SNRafiasyaaisl en keluar
3 [Membuat konsep surat keluar dan memerintahkan ‘LI Rousp Sl
Fungsional Umum untuk mengetik konsep surat Konsep surat keluar | 45 Menit keluar
keluar
4 |Mengetik konsep Surat Keluar . Konsep surat
Konsep surat keluar | 30 Menit keluar
H
5 |Memeriksa konsep surat keluar. Jika setuju W
memberikan paraf dan menyerahkan ke Sekratariat /\\ Trm e
SATPOL-PP, jka tidak disetujui dikembalikan _ }\/ Konsep surat keluar | 15 Menit keluar
Kepada Fungsional Umum untuk ditindaklanjuti fidak E Tidak
a
6 |Memeriksa konsep surat keluar. Jika setuju
memberikan paraf dan menyerahkan ke Kepala p - 15 Menit | Konsep surat
SATPOL-PP, jika tidak disetujui dikembalikan ke LRl L e keluar
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Ya
7 |Mengoreksi konsep surat keluar dan menyerahkan \l,
ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti Konsep:surat keluae | 40 Meri KO"::IE: ;arural
8 |Menyerahkan ke Kepala Sub Bagian Umum dan |'_| Konsep surat
Kepegawaian untuk ditindaklanjuti ) Konsep surat keluar | 5 Menit keluar
9 |Memerintahkan ke Fungsional Umum  untuk W
memperbaiki dan mengetik konsep surat keluar :_ Konsep-surat Keluar | 25 Marit KOn:EIP —‘;Uf‘at
setelah ada perbaikan % oita




10

Mengetik naskah surat keluar

Naskah Surat

Konsep surat keluar | 20 Menit Kaliar
N
11 |[Memeriksa naskah surat keluar. Jika setuju v
memberikan paraf dan menyerahkan ke Sekretaris | Naskah Surat
SATPOL-PP, jika tidak setuju dikembalikan kepada — N i B L Keluar
Fungsional Umum untuk diperbaiki Tidak
12 |Memeriksa naskah surat keluar. Jika setuju Ya
memberikan paraf dan menyerahkan ke_Kepala Naskah Surat Keluar| 15 Menit | N&skeh Surat
SATPOL-PP, jika tidak disetujui dikembalikan ke anjaen ISR ik Kelugr
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian -
13 |Menandatangani naskah surat keluar dan ———
menyerahkan ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti Naskah Surat Keluar| 10 Menit Keluar
14 |Menyerahkan ke Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian untuk ditindaklanjuti "'—l Nicah St wais| tomeae|  NeskahiSumt
| ) Keluar
15 |Memerintahkan ke Fungsional Umum untuk
memberikan nomor tagggal dan stempel Y BulkuAgends, ATH | oo i | BUUAga0E3, ATH
: | | dan Stempel dan Stempel
16 |Memberikan nomor, tanggal dan stempel surat \
keluar dan menyerahkan ke Caraka untuk | — B“kd“ Agenda, ATK | sopenye | Naskan Surat
i ; an Stempel Keluar
pendistribusian surat keluar
17 [Mendistribusikan surat keluar ke SKPD / Instansi N KachidhiSurat
penerima — Naskah Surat Keluar | 40 Menit aSKemar”
18 |Mendokumentasikan surat keluar (j Naskah Surat
' Naskah Surat Keluar| 10 Menit

Keluar




1.1.1.3. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- 103 / SATPOL.PP

Ta ng_gal Pembuatan 08 Oktober 2015

Tanggal Revisi 08 Oktober 2017

Tanggal Efektif 04 Januari 2016

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR

Disahkan oleh KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIAT SATPOL-PP

Judul SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

i3

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
(Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037

1. Memiliki kemampuan untuk memahami Tata Cara Usul Kenaikan Pangkat
2. Ketepatan waktu pengusulan sangat diperlukan
3. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP

Keterkaitan

Peralata n/perle_ngka pan

1. AlatTulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. BukuJaga Kenaikan Pangkat

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1

Jika SOP ini tidak dibuat dengan cepat dan tepat waktu maka kenaikan pangkat
akan tertunda

Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat dapat berjalan sebagaimana mestinya
apabila semua pelaksana ada ditempat dan dapat menjalankan tugasnya

1 Di Buku Jaga Kenaikan Pangkat

Lampiran L. 3 SOP Pengusiulan Kenaikan Panghat




Pelaksana Mutu Baku
Kasubag Umum
il Keglatan dgn Ps:::s:gna Sekretaris |Kepala Badan| Caraka Kelengkapan Waktu Output fetarahgan
Kepegawaian ’
1 |Menerima dan menelaah permohonan
berdasarkan buku penjaga dan kenaikan ( )
pangkat PNS, memerintahkan Fungsional Berkas 60 Menit | Daftar Usulan
Umum untuk mengumpulkan berkas
kenaikan pangkat
2 |Mengumpulkan berkas kenaikan pangkat W
gan Eenyerah@” kepada Kasubbag Umum Berkas dan Dok 100 Menit | Daftar Usulan
an Kepegawaian
3 |Memeriksa berkas kenaikan pangkat dan - Fc Karpeg
memerintahkan Fungsional Umum untuk -Fc SK CPNS
melegalisir persyaratan kenaikan pangkat - Fc SK PNS
PNS dan membuat daftar usul mutasi :
. - Fc SK Terakhir :
kenaikan pangkat SHEB 5T TR 60 Menit | Daftar Usulan
- Fe STLUD
- Fc SK Mutasi/Pelant.
- Fc ljazah Terakhir
4 |Melegalisir persyaratan kenaikan pangkat W
dan membuat daftar usul mutasi kenaikan .
pangkat dan menyerahkan ke Kepala Sub Daftar Gaji, Komputer | .\ | Dafar Usulan
Bagian Umum dan Kepegawaian 1 dan ATK
5 |Memeriksa daftar usul mutasi kenaikan &
pangkat, jika memenuhi syarat akan \ Tidak
diberikan paraf dan diserahkan ke Sekretaris | Daftar Usul Mutasi | o0 oo | pasiar Usulan
SATPOL-PP untuk diparaf dan jika tidak Kenaikan Pangkat
memenuhi syarat dikembalikan ke
Fungsional Umum untuk dilengkapi Ya
6 |Memeriksa daftar usul mutasi kenaikan
pangkat, jika memenuhi syarat akan
diberikan paraf dan menyerahkan ke Kepala )
SATPOL-PP untuk ditandatangani dan jika Tidak Dokumen Usul Multasi | 55 oy | Berkas:
tidak memenuhi syarat dikembalikan ke Kenalkan Pangkst Rombsi
Kepala Sub Bagian Umum dan Ya

Kepegawaian untuk diperbaiki
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1.1.1.4. SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

Nomor SOP SOP- 104 / SATPOL.PP
Tanggal Pembuatan 08 Oktober 2015
Tanggal Revisi 08 Oktober 2017
Tanggal Efektif 04 Januari 2016
RRARRTAR \ e alillon i KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR
d
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN isahkan ole KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
SEKRETARIAT SATPOL-PP Judul SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 1. Memiliki kemampuan untuk memahami Tata Cara Usul Kenaikan Gaji Berkala
Negara, (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Berkala
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 2. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. AlatTulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Buku Jaga Kenaikan Gaji Berkala

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Jika SOP ini tidak dibuat dengan cepat dan tepat waktu maka 1. Di Buku Jaga Kenaikan Gaji Berkala
tambahan kenaikan gaji akan tertunda

2. Prosedur Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala dapatberjalan
sebagaimana mestinya apabila semua pelaksana ada ditempatdan
dapat menjalankan tugasnya

Lampiran 1. 4 SOP Pengusulun Kenaikan Gaji Berkala



Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubag Umum Keterangan
Pemohon dan F.Umum Sekretaris |Kepala Badan Caraka Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
1 |Mengajukan Pemmohonan usulan kenaikan gaji berkala Usulan Kanaikan
Q Burkay dan Dok 30 Menit Gaji Berkala
2  |Mererima dan menelaah permohonan dan jika usulan W
tersedia memenntahkan Fungsional Umum untuk Berkas 45 Menit Daftar Usulan
mengumpulkan berkas kenaikan gaji berkala -
3 |Mengumpulkan berkas kenaikan gaji berkala Wy
Berkas dan Dok (100 Menit| Daftar Usulan
7
4 |Memeriksa berkas kenaikan gaji berkala jika memenuhi W
syarat memernntahkan Fungsional Umum untuk
membuat daftar usulan kenalkan gaji berkala PNS dan Tidak Sic-Bedala, SPK3 45 Menit Daftar Usulan
jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pangkat dan DP-
Fungsiorial Umum uniuk dilengkapi
5 |Membuat daftar usulan kenaikan gaji berkala dan ‘L
menyerahkan ke Kepala Sub Bagian Umum dan Daftar Gaii, .
Kepegawaian Komputer-dan ATK 60 Menit Daftar Usulan
6 |Memenksa daftar usulan kenaikan gaji berkala, jika N
memenuhi syarat akan dibenkan paraf dan diserahkan i }
ke Sekretans SATPOL-PP unluk diparaf dan [ika tidak \ Tidak Daftar Usulan Gajl | o peee | panar Usuan
memenuhi syarat dikembalikan ke Fungsional Umum Berkala
untuk ditengkapi
7 |Memenksa daftar usulan kenaikan gaj berkala, jika
memenuhi syarat akan diberikan paraf dan Ya Dokumen Usulan
menyerahkan ke Kepala SATPOL-PP untuk Kenaikan Gaji 30 Menit | Berkas Promaosi
ditandatangani dan jika tidak memenuhi syarat Tidak Berkala
dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Umum dan Ya
8 [Menyerahkan Daftar Usulan kenaikan gajl berkala yang v Dokumen Usulan
sudah ditandatangani ke Sekretaris SATPOL-PP Kenaikan Gaji 15 Menit | Berkas Promosi
Berkala
S |Menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan _
Kepegawaian Ustian Promes] 15 Menit | Berkas Promost
Berkala
10 |Memenntahkan Caraka untuk menyerahkan Caftar N
usulan kenaikan gaji berkala ke BKD, Diklat Berkas dan Dok | ¢ ppenit | Berkas Promosi
Berkala
“11 |Menyerahkan Daftar Usulan Kenalkan Gaji Berkala ke
BKD, Diklat ¥ Berkas dan Dok Usul Menyesuaikan
Kenalkan Gaji 45 Menil Daftar Usulan dengan waktu di
Berkala BKD, Diklat




1.1.2. Kasubbag Perencanaan
1.1.2.1. SOP Penyusunan LAKIP

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP

SOP- 105 / SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

08 Oktober 2015

Tanggal Revisi

08 Oktober 2017

Tanggal Efektif

04 Januari 2016

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR

Disahkan oleh KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIAT SATPOL-PP

Judul SOP Penyusunan LAKIP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

2. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan AKIP

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

X

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait penyusunan
pelaporan AKIP

Memahami Tata cara Penyusunan LAKIP
memiliki komitmen tinggin untuk melaksanakaan SOP

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1.
2.

Seperangkat komputer dan kelengkapannya
ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika SOP Penyusunan LAKIP tidak dilaksanakan maka akan
2. Prosedur Penyusunan LAKIP dapat berjalan sebagaimana

1.

Disimpan sebagai data hardcopy dan softcopy

Lampiran 1. 5 SOP Penyusunan LAKIP




Pelaksana Mutu Baku
Pelaksana
No. Kegiatan Sekretaris Kasubbag. Siibbag. Kepala Kelenigkapan Waktu Output Keterangan
Badan Program Badan
Program
1 |Memerintahkan Kasubbag. Program untuk L _ o
menyusun LAKIP SATPOL-PP Disposisi/ perintah lisan 1 hari Dnsposufsu perintah
Kepala Badan lisan
2 |Memerintahkan Pelaksana Subbag. Program ¥ . ) -
untuk melakukan pengumpulan bahan Dmg‘:;‘f;;:;“gf:a'ra“ 1 hari D:spos:issl; Ir:armtah
penyusunan LAKIP SATPOL-PP
3 |Mengumpulkan bahan penyusunan LAKIP -
SATPOL-PP Disposisi/ perintah lisan | 2 minggu LAK?; gi?;‘gtn::
o Y,
4 |Memeriksa bahan penyusunan LAKIP SATPOL )
PP, jika belum lengkap akan dikembalikan ke \ft!dax Gl PSR bahan penyusunan
Pelaksana Subbag. Program untuk dilengkapi, 2 minggu
bila lengkap maka dapat diteruskan ke proses ya LAKIP SATPOL-PP LAKIP SATPOL-PP
selanjutnya
¥
5 [Mengolah bahan penyusunan LAKIP SATPOL- Bahai CanydsnEn | e draft LAKIP SATPOL-
i LAKIP SATPOL-PP o PP
6 |Memeriksa draft LAKIP SATPOL-PP, jika _
setuju memberikan paraf dan menyerahkan ke tidak Konsep LAKIP
Kepala Badan, jika tidak setuju dikembalikan draft LAKIP SATPOL-PP| 1 minggu| SATPOL-PP yang
ke Kasubbag. Program untuk diperbaiki ya diparaf
7 |Memeriksa konsep LAKIP SATPOL-PP, jika //V
setuju memberikan tandatangan, jika tidak tidak K LAKIP SATPOL-
setuju dikembalikan ke Sekretaris untuk onsep i 1 minggu | LAKIP SATPOL-PP
diperbaiki
8 [Memerintahkan Kasubbag. Program untuk v ya ) ) ]
mendokumentasikan LAKIP SATPOL-PP LAKIP SATPOL-PP | 1 hari D'S""S:fs"aﬁe““‘a“
9 |Memerintahkan Pelaksana Subbag. Program W LAKIP SATPOL-PP.
untuk mendokumentasikan LAKIP SATPOL- .LAKII_:’ _SATF’OL-P‘P. 1 hai Disposisi/ perintah
PP Disposisif perintah lisan i
isan
10 [Mendokumentasikan LAKIP SATPOL-PP W
D LAKIP SATPOL-PP, 1 inggu dokumen LAKIP

Disposisi/ perintah lisan

SATPOL-PP




1.1.3. Kasubbag Keuangan

1.1.3.1. SOP Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- 106 / SATPOL.PP
Tanggal Pembuatan 08 Oktober 2015

Tanggal Revisi 08 Oktober 2017

Tanggal Efektif 04 Januari 2016

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR

isahk
Disahkan oleh KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIAT SATPOL-PP

Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Judul SOP
Perbaikan Penghasilan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 Mengenai Perubahan Kelima Belas
atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil

2. Peraturan Presiden No. 26 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

3. Keputusan Walikota No. 34 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan
Pengelola Keuangan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural, Non
Struktural dan Non Fungsional Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Ase
Daerah Kota Banjarmasin

1. Memiliki kemampuan dibidang keuangan
2. Memiliki Pemahaman tentang Prosedur dan Peraturan
3. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelaksanaan Verifikasi Dokumen SPM
2. SOP Penerbitan SP2D

1. Perangkat Komputer dan kelengkapannya
2. AlatTulis Kantor

3. Filleng Kabinet

4, Berangkas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. SOPini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan akan menghambat,
keterlambatan, ketidak tepatan dan Ketidak sinkronan dalam Pelaksanaan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

2. Dokumentasi daftar gaji dan tunjangan perbaikan Penghasilan penghasilan

Lampiran L. 6 SOP Pelaksanaar Pembayaran Gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan
T ! I ;




Pelaksana Mutu Baku
Pembantu
No. Kegiatan Bendahara Verifikasi Bid.
Bendahara Pengeluaran Verifikator PPK PA Berbatdaharasi BUD Kelengkapan Waktu Output Kelerangan
Pengeluaran
1 |Menerima daftar gaji dari bidang .
perbendaharaan dan membuat daftar l ) ?‘:?;;n(g;:g gae’r‘bggcﬂ; 2jam | Tanda Terima
Tunjangan Perbaikan Penghasilan Penghasilan selesai dibuat
2 |Membuat Nota Dinas Permintaan | Oatiar Gl dan Da
= Tuni jikan ar Gaji dan Daftar :
ey Tty e e S e
°ng ; ) Penghasilan ditandatangani
Ditandatangani
3 |Menyetujui dan memaraf nota dinas W _ i
kemudian diteruskan ke PA untuk disetujui NotaDinas | .. | NotaDinas
ditandatangani Disetujui
4 |Menyetujui dan mendisposisi nota dinas v
permintaan kemudian diteruskan kepada Nota Dinas SPP-LS terinput
Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Disetujui 1 har oada SIPKD
SPP-LS
5 |Bendahara Pengeluaran membuatkan SPP- \
LS untuk diserahkan ke Verifikator untuk SPP-LS terinput .
diperiksa pada SIPKD S0.mert SPP-LS
I3
6 |Memuverifikasi (Menelitifmemeriksa berkas
permintaan), jika memenuhi syarat akan \ Checklist
diberikan tandatangan pada checklist dan / tertandangani dan
menyerahkan kepada PKK dan jika tidak SPP-LS 90 menit Berkas
memenuhi syarat dikembalikan ke Tidak \ Permintaan
Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki terperiksa
Ya kelengkapannya
10|Memaraf SPM-LS kemudian diserahkan Checklist
kepada PA untuk mechon persetujuan dan . tertandangani dan
tandatangan SPMV-LS Ratias
Birstiindssars Thai | SPM-LS disetujui
terperiksa
kelengkapannya




12

Disetujui dan ditandatangani SPM-LS
kemudian diserahkan ke Bendahara

SPM-LS disetujui

SPM-LS disetujui | 1 hari
Pengeluaran ) * |dan ditandatangani
11 |Menyerahkan berkas, SPP-LS, SPM-LS ke
Kasubbid BTL Bidang Perbendaharaan SPM-LS disetujui | Berkas terperiksa
7 . | 60 Menit
dan ditandatangani kelengkapannya
12 [IMemverifikasi berkas permintaan SPP-LS dan .
PM-LS jik dibuatkan SP2D dan diteruskan B i
SPM-LS ji ay‘a l. u_a an an di / Beikis: terperiksa erkas perm ”F““
ke BUD, jika tidak dikembalikan ke Bendahara 60 Menit | SPM-LS terperiksa
Tidak \ kelengkapannya
Pengeluaran Ya kelengkapannya
13 |Menyetujul dan menandatangani SP2D dan
dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran :
Berkas permintaan $p3D disetulul d
SPM-LS terperiksa | 1 Hari ; i Ian
ditandatangani
kelengkapannya
14 |Bendahara Pengeluaran mengambil SP2D dan
memasukkan ke Bank, pihak Bank mentransfer
j lui rekeni ing- ing PNS da
2t meiciul rekening masing-Masing " $P2D disetujui dan  |sP20 dan distribusi
Pembantu Bendahara Pengeluaran mengambil ditandatangani 1 Hari ii dan TPP
1
tunai Tunjangan Perbaikan Penghasilan Untuk nga gajl
Dibagikan
Membagikan Tunjangan Perbaikan
N Peen ha:ﬂan dan :nei arsipkan berkas gaji dan ; $P20 dan distribusi distribusi gaji dan
B s 1 Harl TPPsertaarsip

TPP

gaji dan TPP

berkas




1.1.3.2. SOP Pelaksanaan Pembayaran UP/ GU

Nomor SOP SOP- 107 / SATPOL.PP
Tanggal Pembuatan 08 Oktober 2015
Tanggal Revisi 08 Oktober 2017
Tanggal Efektif 04 Januari 2016
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Disahkan oleh KEF: SATWANFOL FrRDANDA
KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
SEKRETARIAT SATPOL-PP Judul SOP Pelaksanaan Pembayaran UP/GU

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kalo terakhir dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahan dan
Penyusunan laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta penyampaiannya

1. Memiliki kemampuan dibidang keuangan
2. Memiliki Pemahaman tentang Prosedur dan Peraturan

3. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP

Keterkaitan

Kelengkapan dan Sarana

1, 1.SOP Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan UP/GU

1. Perangkat Komputer dan kelengkapannya
2. AlatTulis Kantor

3. Filling Kabinet

4 Berangkas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Apabila persyaratan dan kelengkapan permintaan UP/GU tidak lengkap maka akan
menghambat proses pencairandana

2, Prosuder pencairan UP/GU dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila semua pelaksana
ada tempat dapat menjalankan tugasnya

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Lampiran 1. 7 SOP Pelaksanaan Pembayaran UPC G




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Bendahara Keterangan
PPTK Verifikator PPK PA Pengeluara Kelengkapan Waktu Output
n
1 |Mengajukan parmohonan NPD UP/GU sesual
: ¥ : Format NPD yang berlaku
dengsKegiatan danatiataran dagrap! cenger dan sesuai dengan DPA dan | 60 Menit | Dokumen NPD GU/UP
dokumen pertanggungjawaban SPJ
2 |Mengecek/Meneliti dan mengetahui (tanda tangan)
check list kelengkapan berkas NPD, Surat Pemyataan SOP Verifikasi
pertanggungjawaban UP/GU bila setujui diteruskan Tanggung Jawab Belanja, Laporan
ke PPK, bila tidak dikembalikan ke PPTK B Tidak Ch::: Lﬁ:::;?hiim Zhari | Dokuman NPDGUIUP | Pertanggung
9e Y~ Jawaban Keuangan
Ya kelengkapan lainnya yg
: UP/GU
diperukan
3 |Mengecek/Meneliti dan mengetahui (tanda tangan)
check list kelengkapan barkas e NPD, Surat Pemyataan
pertanggungjawaban UP/GU bila setujui diteruskan Tanggung Jawab Belanja.
ke PA, bila tidak dikembalikan ke PPK Chack List, Kwitansi, Bukti 2 hati Dokumen NPD GU/UP
Pengeluaran/SPJ, dan
Ya kelengkapan lainnya ya
diperiukan
4 |Mengetahui dan menyetujul pembayaran (tanda NPD, Surat Pemyataan
tangan)di seluruh kelengkapan berkas Tanggung Jawab Belanja,
pertanggungjawaban UP/GU bila setujui diteruskan h 4 Check List, Kwitansi, Bukti -
ke Bendahara Pengeluaran Pengeluaran/SPJ, dan 4 han o et i
kelengkapan lainnya yg
diperukan
5 |Membayarimencairkan pemmintaan UP/GU sesuai NPD, Surat Pemyataan
dengan NPD dan diserahkan ke PPTK \ Tanggung Jawab Belanja,
Check List, Kwitansi, Bukti -
k NPD GU/UP
- — L
kelengkapan lainnya yg
diperiukan
8 |Menerima Dana UP/GU sesuai dengan NFD NPD, Surat Pemyataan
\ 2 Tanggung Jawab Belanja,
( ) Check List, Kwitansi, Bukti p— Dokumen NPD GU/UP

Pengeluaran/SPJ, dan
kelengkapan lainnya yg
diperukan




1.1.3.3. SOP Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan UP/ GU

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP

SOP- 108 / SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

08 Oktober 2015

Tangal Revisi

08 Oktober 2017

Tanggal Efektif

04 Januari 2016

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR

Disahkan oleh KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIAT SATPOL-PP

Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Judul SOP uUP/GU

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuang Daerah

1.
2.

Memiliki kemampuan Verifikasi

Memiliki pemahaman tentang Prosedur dan Peraturan terkait dengan
pertanggungjawaban keuangan

Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP

Prosedur Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan UP/GU dapat
berjalan sebagaimana mestinya apabila semua pelaksana ada ditempat
dan dapat menjalankan tugasnya

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
5. Peraturan Walikota banjarmasin
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Pembayaran UP/GU 1. Perangkat Komputer dan kelengkapannya
2. SOP Pelaksanaan Verifikasi Dokumen SPM 2. AlatTulis Kantor
3. Filleng Kabinet
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan akan menghambat, | 1. Dokumentasi Pertanggungjawaban Keuangan
keterlambatan, ketidaktepatan dan ketidak sinkronan dalam Verifikasi 2. Data/file realisasi keuangan

Lampivan 1. 8 SOP Vevifikasi Laporan Pertanggunajowaban Kewangan UP/GU




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ) Bendahara Persyaratan / Keterangan
PPTK Verifikator PPK Pengeluaran Kelengkapan Waktu Output
1 |Menghimpun dan menyerahkan berkas NPD, Surat Pemyataan
Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ Tanggung Jawab Belanja, Kelengkapan
UP/GU) kepada Verifikator Check List, Kwitansi, Bukti | 20 Menit Dokumen
C_}‘ Pengeluaran/SPJ, dan bukti UP/GU
Tidak pendukung szh yang lainnya
2 |Melakukan Verifikasi Pertanggungjawaban
Keuangan (SPJ UP/GU), jika lengkap T’;‘ED'US“?;::!:’“; o Perdokumen SOP
diteruskan kepada PPK, jika tidak lengkap ch glejgt Kwitansi Bjk'l‘ 2 hai UP/GU yang | pelaksanaan
dikembalikan ke PPTK untuk dilengkapi = P ec[ e f:u'SPJa :Ln : k;i telah di Pembayaran
\ oige usre v S Verifikasi UP/GU
pendukung sah yang lainnya
Ya
3 |[Memeriksa kembali kelengkapan berkas
Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ NPD, Surat Pemyataan
= ; , Perdokumen
UP/GU), jika lengkap akan diteruskan ke Tanggung Jawab Belanja, UP/GU yang
bendahara pengeluaran, jika tidak lengkap Tidak Check List, Kwitansi, Bukti 1 han telah di
a?can dtklembahkan ke erifikator untuk \ Tidak Pengeluaran/SPJ, dan.buktl Verifikasi
dilengkapi pendukung sah yang lainnya
Ya
4 |Memeriksa kelengkapan berkas Surat
Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ Perdokumen
UPI/GU), jika lengkap akan o . . UP/GU yang
didokumentasikan, jika tidak lengkap akan Berkas.yang telah.di Venfikasi b telah di
dikembalikan kepada PPK untuk dilengkapi Verifikasi
5 |Mendokumentasikan hasil verifikasi Laporan Ya
jawab PIG en hasil
RertangaunaiEebken keusngan URIGU @ Berkas yang sudah lengkap 1 han Dot:?ﬁkr;si !




( (
1.2. SOP Bidang Pembinaan Masyarakat
1.2.1. Kasi Kewaspadaan Dini
1.2.1.1. SOP Deteksi Dini
NOMOR SOP
PEMBUATAN
TANGGAL REFISI
TANGGAL EFEKTIF
: KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR KOTA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DISAHKAN OLEH BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT JUDUL SOP Kegiatan Deteksi Dini

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin

2. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Banjarmasin

1. Pengguna Anggaran
2. PPTK dan Staf
3. Tim Kewaspadaan Dini

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
- Pelaksanaan Deteksi Dini 1. ATK 6. Printer
2. Spanduk 7. Tempat/ Ruang Sosialisasi
3. Meja 8. Sound System/LCD
4. Kursi 9. Media Informasi
5. Komputer 10. Perlengkapan lainnya
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pentingnya kewaspadaan dini agar segala ancaman/ gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat dapat segera dicegah sebelum terjadi.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual ( SK TIM, Jadwal Rapat Tim,
Agenda Rapat, Jadwal Monitoring, Laporan Hasil Monitoring )

Lampirun 1. 9 SOP Deteksi Dini




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur/ Kegiatan STAF Persyaratan/ Keterangan
KASI KASI KABID PELAKSANA Perengkapsn Waktu Output
1 [Menyusun dan membuat SK Tim Forum Kewaspadaan Dini ;
¢ iniie ; RKA, Nota Dinas,
{ Deteksi Dini ) dan Jadwal Rapat, menyerahkan ke Kabid NPD. Peraturan 1Hari | SK dan JadwalRapat
Terkait Kegiatan
— q
2 |Memeriksa SK Tim Forum Kewaspadaan Dini ( Deleksi " :
Dini ) dan Jadwal Rapat jika setuju diparaf dan diserahkan o | RKA, Nata Dinas, :
T b % : : NPD, Peraturan 1Han |SKdanJadwal Rapat
ke Kasat , jika tidak setuju dikembalikan lagi ke Kasi untuk Terkait Kegiatan
dikoreksi Ya y
3 |Memenksa SK Tim Forum Kewaspadaan Dini ( Deteksi )
hea y ads z RKA, Nota Dinas
Dini ) dan Jadwal Rapat jika setuju ditandatangani, jika Tidak : ' ;
tidak setuju dikembalikan lagi ke Kabid untuk dikoreksi ;’;&f ;ﬁ";g’;‘:l et | Sk danJatwallRapa)
4 |Melaksanakan Rapat bulanan Tim Kera Terpadu L va T
Kewaspadaan Dini sesuai Jadwal SK d;: :::!wal 1 Hari Jadwal
5 |Membuat Laporan Hasil kegiatan Rapat dan Membuat !
jadwal monitoring berdasarkan hasil rapat bulanan/ maupun . -
menarima lzporan dan Tim dan diserahkan ke Kabid - i sl Rl Neival Meritoring
I
§ |Memeriksa Laporan dan jadwal monitoring, jika setuju
diserahkan ke Kasat untuk tanda tangzn jika tidak Tidak :
diserahkan kembali ke Kasi untuk dikoreksi LajomndanJagwaly 1 Fen Eagaran
7 |Memeriksa Laporan dan jadwal monitoring. jika setuju — |
ditandatangani jika lidak diserahkan kembali ke Kabid
untuk dikoreksi Tidak LaporandanJadwal| 1 Han Laporan
Ya
8 |Melaksanakan kegiatan monitoring v
LaporandanJadwal| 1 Han Laporan
|
9 |Membuat Laporan Hasil Monitoring dan menyerahkan —
Laporan Rapat dan Laporan Monitoring ke staff untuk Laporan 1 Hari Laporan
diarsipkan ,
10 |Mengarsipkan hasil laporan
Laporan 1 Hari Laporan, Arsip




( (
1.2.2. Kasi Bimbingan dan Penyuluhan
1.2.2.1. SOP Kegiatan Sosialisasi Perda/ Perkada
NOMOR SOP
PEMBUATAN
TANGGAL REFISI
TANGGAL EFEKTIF
T POL PP DAN DAMKAR
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DISAHKAN OLEH el
KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT JUDUL SOP Kegiatan Pembinaan & Pendataan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin;

Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Banjarmasin

2. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok,

1. Penggunaan Anggaran
2. PPTK dan Staf
3. OPD terkait

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

- Pelaksanaan Pembinaan/ Penyuluhan 1. ATK 5. Printer
2. Meja 6. Tempat/ Ruang
3. Kursi 7. Sound System/ LCD
4. Komputer 8. Perlengkapan Lainnya

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pentingnya pembinaan masyarakat agar tercipta ketertiban umum.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Lampiran 1. 10 SOP Kegiatan Sosialisasi Perda/ Perkada




Pelaksana Mutu Baku
No. Uralan Prosedur/ Kegiatan STA Keterangan
F Porsyaratan/
KASI KABID KASAT PELAKSANA Perlengkapan Waktu Output
Mombuat Jadwal Pembinaan berdasarkan hasil deteksi dinl
1 |atau temuan angota atau laporan masyarakat, diserahkan ke RKA, NPD, Data 1 Han Jadwal
Kabid
Dikoreksi kembali. Jika setuju diparaf dan disampaikan ke Tidak /\ Tidak
2 |Kasat uniuk ditandatangani, Jka tidak setuju dikembalikan lagi RKA, NPD, Data 1 Harl Jadwal
ke Kasi untuk koreksi \/
Ya
3 Jika seluju di tandatanganl. Jika lidak seluju dikembalikan lagl RKA, NPD, Dala 1 Harl Jadvial
ke Kabld untuk koreksi
Ya
¥
Menylapkan bahan pembinaan, Kasi menyerahkan ke Kabld
4 |jlka selyju diparaf dan disampaikan ke Kasal untuk Jadwal, Data 1 Har Berkas Data
ditandatangani T
Kabid memeriksa jlka setuju diparaf dan disampalkan ke Kasal Tidak A Tidak
5 |untuk ditandatangani. jika tidak setuju dikembalikan lagi ke Jadwal, Data 1 Hari Berkas Data
Kasl untuk koreksi
Ya
Kasat memeriksa jika seluju ditandatangani. Jika tidak setuju)
acwal, Data Harl Berk ata
6 |dikembalikan lagi ke Kabld untuk koreks L N LRk a5/
Ya
‘ I |
Pelaksanaan Keglatan, Memeriksa hasil kegiatan Pembinaan|
7 dan Pendataan, diteruskan ke Kabid Laproan 1 Hari Berkas Keleangkapan
8 Kabld memerksa hasil keglaan Pembinaan dan pendataan, - Lapioan 1 Hari Borkas SPTE
diteruskan ke Kasat
r
Kasat memeriksa hasil kegiatan pembinaan dan pendataan|
8 |kemudian dikembalikan ke Kabid Laproan 1 Har Berkas SETS
10 |Kabid menyermhkan ke Kasl untuk diarsipkan Laproan 15 Menit Lapoman
x
11 |Kasi menyerahkan ke stafl untuk diarsipkan Laproan 20 Menit Laporan
|
12 |Mengarsifkan hasll Laporan Laproan 20 Menit Arsip




1.2.2.2. SOP Kegiatan Sosialisasi Perda

NOMOR SOP
PEMBUATAN
TANGGAL REFISI
TANGGAL EFEKTIF

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DISAHKAN OLEH KOTA BANJARMASIN R
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT JUDUL SOP Kegiatan Sosialisasi Perda

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin

2. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2012 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan

1. Pengguna Anggaran

2. PPTK dan Staf

3. Narasumber/ OPD terkait
4. Kelurahan/ Kecamatan
5. Peserta Sosialisasi

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
- Pelaksanaan Sosialisasi Perda 1. ATK 6. Printer
2. Spanduk 7. Tempat/ Ruang Sosialisasi
3. Meja 8. Sound System/ LCD
4. Kursi 9. Periengkapan lainnya
5. Komputer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pentingnya sosialisasi Perda agar masyarakat ikut peduli dalam
mewujudkan ketertiban umum

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual ( Jadwal Sosialisasi,

Laporan Hasil Kegiatan )

Lampiran 1. 11 SOP Kegiatan Sosialisasi Perda




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur/ Kegiatan Staf Pelaksana KASI KABID KASAT Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1 Membuat jadwal kegiatan sosialisasi dan diserahkan ke RKA, Nota Dinas,
Kabid NPD, Peraturan 1 Hari Jadwal
Terkait Kegiatan
|
2 [Memeriksa jadwal kegiatan sosialisasi jika setuju /‘\ T
; . . Nota Dinas,
diserahkan ke Kasat, jika tidak setuju dikembalikan ke Tidak | Tidak na _
Kabi ikoreksi — < NPD, Peraturan 1 Hari Jadwal
abid untuk dikoreksi \ / Terkait Kegiatan
3 |Memeriksa jadwal kegiatan sosialisasi jika sefuju / RKA Nota Di
) N s k Ya . Nota Dinas,
d;ti:j:d;;angin{, jika tidak setuju dikembalikan ke Kabid NPD. Peraturan 1 Hari Jadvisl
untuk dikoreksi y Terkait Kegiatan
4
4 ;!en{i:pi:: temr;at ;ansperla;atanmlfesgiafaz. rqembmt ¥ Surat Undangan,
UReLKG Narasmardan suBLFeseriawoSaIsas Surat Tugas, Daftar | 1 Hari | Berkas Kelengkapan
Hadir, Tanda Terima
5 |Pelaksanaan Kegiatan 4
Berkas .
Kelergkapan 1 Hari | Berkas Kelengkapan
6 |Mengumpukan datan dan penyusun hasil kegiatan untuk di 1
Sedkan SPTB iHari | BerkasSPTB
}
7 |Menyimpar/ diarsipkan
) T




1.3.SOP Bidang Ketertiban Umun dan Kententraman Masyarakat
1.3.1. Kasi Operasi dan Pengendalian
1.3.1.1. SOP Kegiatan Penjagaan Kantor dan Rumah Dinas

Nomor SOP SOP- 302 / SATPOL.PP
Tanggal Pembuatan 08 Oktober 2015
Tanggal Revisi 08 Oktober 2017
Tanggal Efektif 04 Januari 2016
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Disahkan oleh Gebes et gL s sl
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAN KEBAKARAN
BIDANG PENERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Judul SOP Penjagaan Kantor dan Rumah Dinas
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja

2. Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

3. Permenpan dan RB Nomeor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah Mampu membaca situasi, tahan uji dan bertanggung jawab

4, Peraturan Gubernur Kalsel No. 012 tentang Juknis Operasional Mampu Melaksanakan setiap tahap penegakan perda dan perwali secara
Satpol. PP Propinsi Kalsel tepat waktu dan tepat sasaran

5. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2012 tentang
TUPOKSI dan Tata Kerja Satpol. PP Kota Banjarmasin

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

Anggota Satpol.PP yang mendapatkan dan melaksanakan DIKDAS Satpol.F
Memahami serta mampu membaca situasi yang berpotensi mengganggu
Memahami Perda dan Perwali yang menyangkut Ketertiban Umum

Pengetahuan tentang tugas pokok Pol. PP dan Pemerintah daerah

o0k 0N~

1. SOP Surat Perintah Tugas 1. Alat Komunikasi
2. SOP Pengawalan Pejabat Penting 2. ATK
3. SPT
4, Kartu Tamu
5. Perlengkapan Perorangan seperti pentungan, borgol dan senpi dan
Sangkur (jika punya izin)
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. SOP ini adalah Prosedur baku , Jika Tidak Dilaksanakan akan 1. Buku Kegiatan Penjagaan
Terjadi ketidak jelasan, Ketidak tepatan, Ketidak lancaran dan 2. Bukutamu

Keterlambatan dalam Patroli Pengawasan dan Penertiban 3. Buku Mutasi Penjagaan

Lampiran 1. 12 SOP Kegiatan Penjogaan Kantor den Rumal Dinas



Palaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kabid Tibum & Danton/Danru/ Ketarangan
P 1
Kasi Opsdal Tranimiaty Kasat Pol PP Anggota Fungsional Umum| Kelengkapan | Waktu Output
1 Mengusulkan Daftar Nama dan Jadwal Penjagaan Kantor dan
Rumah Dinas Daftar Nama dan 5 hari Daftar Nama dan |Jadwal untuk 1
Jadwal Jadwal minggu / 1 Bulan
e —
2 Memeriksa dan mempertimbangkan usulan Daftar Nama dan
Jadwal Penjagaan Kantor dan Rumah Dinas, jika setuju diparaf Daftar Nama dan
dan disampalkan kepada Kasat Pol PP, jika tidak setuju < Jadwal, 1 hari Daﬂm‘l:’;m"?f dan
dikembalikan ke Kasi Opsdal untuk diperbaiki Tidak Y; disposisi
d
3 Memeriksa dan mempertimbangkan usulan Daftar Nama dan I
Jadwal Penjagaan Kantor dan Rumah Dinas, jika setuju \ Tidak Daftar Nama dan Dafar Nama dan
ditanda tangani dan diserahkan kemball kepada Kabid Tibum & Jadwal 1hai | Jadwal Tanda
Tranmasy untuk dilaksanakan, jika tidzak setuju dikembalikan disposisi Tangan
ke Kabld Tibum & Tranmasy untuk dipsrbaiki Ya
pr——
4 Menyerahkan Daftar Nama dan Jadwal penjagaan Kantor dan W Dafiar Nama dan Daftar Nama dan
Rumah dinas kepada Kasi Opsdal untuk dilaksanakan. Jadwal, Tanda | 30 Menit | Jadwal, Tanda
Tangan Tangan
5 Memerintahkan Danton/Danru/Anggota untuk melaksanakan L 4 Daftar Nama dan Daftar Nama dan
Jadwal penjagaan Kantor dan Rumah dinas Jadwal, Tanda | 2 jam Jadwal, Tanda
Tangan Tangan
6  |Melaksanakan tugas ditempat lugas masing - masing sesuai Y Dafiar Nama dan Dafar Nama dan
Jadwal penjagaan Kantor dan Rumah dinas kepada Kasi Jadwal, Tanda | 14 jJam | Jadwal, Tanda
Opsdal Tangan Tangan
8 Memeriksa laporan hasil kegiatan penjagaan kantor dan rumah -
dinas dan diteniskan kepada Kabid Tibum & Tranmasy laporan 2 jam laporan
a9 Memeriksa laperan hasil kegiatan penjagaan kantor dan rumah A
dinas dan diteruskan kepada Kasat Pol PP laporan 2 jam laporan
10 |Memeriksa laperan hasil kegiatan penjagaan kantor dan rumah
dinas dan dikembalikan ke Kabid Tibum & Tranmasy untuk laporan 2 jam laporan
diarsipkan
11 |Memerintahkan Kasi Opsdal untuk mengarsipkan laporan hasil A4
kegiatan penjagaan kantor dan rumah dinas laporan 15 Menit laporan
12 |Memenntahkan Fungsional Umum untuk mengarsipkan laporan X
hasil kegiatan penjagaan kantor dan rumah dinas laporan 15 Menit laporan
13 |Mengarsipkan laporan hasil kegiatan penjagaan kantor dan
rumah dinas laporan 30 menit | laporan, Arsip




1.3.1.2. SOP Patroli Pengawasan dan Penertiban

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAV KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- 301/ SATPOL.PP
Tanggal Pembuatan 08 Oktober 2015
Tanggal Revisi 08 Oktober 2017
Tanggal Efektif 04 Januari 2016
Disahkan oleh

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR KOTA
BANJARMASIN

BIDANG PENERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Judul SOP Patroli Pengawasan dan Penertiban

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman 1. Anggota Satpol.PP yang mendapatkan dan melaksanakan DIKDAS Satpol. PP
Satuan Polisi Pamong Praja 2. Memahami serta mampu membaca situasi yang berpotensi mengganggu

2. Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional 3. Memahami Perda dan Perwali yang menyangkut Ketertiban Umum

3. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman 4, Pengetahuan tentang tugas pokok Pol. PP dan Pemerintah daerah
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5. Mampu membaca situasi, tahan uji dan bertanggung jawab

4. Peraturan Gubernur Kalsel No. 012 tentang Juknis Operasional | 6. Mampu Melaksanakan setiap tahap penegakan perda dan perwali secara tepat
Satpol. PP Propinsi Kalsel waktu dan tepat sasaran

5. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2012 tentang
TUPOKSI dan Tata Kerja Satpol. PP Kota Banjarmasin

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Perintah Tugas

1. Alat Komunikasi

2. Kendaraan
3. Perlengkapan Perorangan seperti pentungan, borgol dan senpi dan Sangkur (jika
punya izin)

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. SOP ini adalah Prosedur baku , Jika Tidak Dilaksanakan akan
Terjadi ketidak jelasan, Ketidak tepatan, Ketidak lancaran dan
Keterlambatan dalam Patroli Pengawasan dan Penertiban

1. Data Penertiban dan Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2. Dokumentasi

Lamipiran 1. 13 SOP Kegiatan Patroli Pengawasan dan Peneriiban




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiata ANT K
agrean Kasi Opsdal | @bl Tibum & |\ ot Pol PP DANTON/ ,Fungsiona! Umum slorangnn
Tranmasy DANRU Kelengkapan | Waktu Qutput
1 |Mengusulkan Jadwal kegialan Patroli kepada Kabid
Tibum dan Tranmasy ’—Q Program Kerja 3 hari Jadwal Jadx«g;::;uk L
2 [Memerksa dan mempelajan Jadwal kegiatan Patroli, =
jika setuju diparaf dan membuat pertimbangan serla Pertimbangan
diserahkan kepada Kasat Pal PP, jika tidak setuju Jadwal 1 hari Kabid Tibum
dikembalikan ke Kasi Opsdal untuk diperbaiki Tidak \ Tranmas
3 |memperhatikan pertimbangan Kabid Tibum dan
memberikan arahan tindak lanjul kepada Kabid Ya W Jadwal dan
libum dan Tranmas dan Kasi Opdal Pertimbangan Kabid | 1 hari Arahan Tindak
Lanjut
Tibum Tranmas
4 |Memerintahkan Danton/Danry/Anggota untuk \
melaksanakan kegiatan Patroli Arahan Tindak Larjut| 1 jam Perintah Patroll
Kasi Opsdal
5 |Meiaksanakan kegiatan Patroli dan membuat v
Perintah Patroll
laporan eAinie spitm" 43| 4 am |Pateoli dan Laporan| SOP SPT
6 |Memeriksa laporan hasil kegiatan Patroli , membuat l
telaahan dan meneruskan kepada Kabid Tibum & Laporan Patroli 1 fam Telaahan Kasi
Tranmasy Opsdal
7 |Memerksa laporan hasil kegiatan Patroli dan Y :
mempelajan telaahan Kasi Opdal, membuat Telaahan Kasi T F:f:l;:;t?rﬁ;"
pertimbangan dan meneruskan kepada Kasat Fol Opsdal J
PP Tranmas
9 |Memperhatikan pertimbangan Kabid Tibum dan Arahan Tindak
Tranmas. memberikan arahan dan pengarsipan Pertimbangan Kabld [ 15 | , o0 4 Kagal Pol
Tibum Tranmas Menit PP
12 |Memperhatikan arahan dari Kasat, Memerintahkan 4 ) )
Fungsional Umum urtuk mengarsipkan laporan hasil Arahan Tindak Lanjut| 15 Perintah
kegiatan Patroli Kasal Pol PP Menit Pengarsipan
13 |Mengarsipkan laporan hasil kegiatan Patroli v
( ) Perintah .| Arsip kegiatan
Pengarsipan B0 nienit Patroll




{ (
1.3.1.3. SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Nomor SOP SOP- 303 / SATPOL.PP
Tanggal Pembuatan 08 Oktober 2015
Tanggal Revisi 08 Oktober 2017
Tanggal Efektif 04 Januari 2016
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Disahkan oleh dama s SATUA%E&;:;EQE Ll
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
BIDANG PENERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Judul SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman 1. Anggota Satpol.PP yang mendapatkan dan melaksanakan DIKDAS Satpol. Pl
Satuan Polisi Pamong Praja 2. Memahami serta mampu membaca situasi yang berpotensi mengganggu

2. Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional 3. Memahami Perda dan Perwali yang menyangkut Ketertiban Umum

3. Permenpan dan RB Nomeor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman 4. Pengetahuan tentang tugas pokok Pol. PP dan Pemerintah daerah
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5. Mampu membaca situasi, tahan uji dan bertanggung jawab

4. Peraturan Gubernur Kalsel No. 012 tentang Juknis Operasional 6. Mampu Melaksanakan setiap tahap penegakan perda dan perwali secara
Satpol. PP Propinsi Kalsel tepat waktu dan tepat sasaran

5. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2012 tentang
TUPOKSI dan Tata Kerja Satpol. PP Kota Banjarmasin

Keterkaitan Peralatan/periengkapan

1. SOP Surat Perintah Tugas
2. SOP Patroli Pengawasan danPenertiban

1. Alat Komunikasi
2. Kendaraan

3. Perlengkapan Perorangan seperti pentungan, borgol dan senpi dan Sangkur
(Jika punya izin)
4. Pelindung Body (body Protector)

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. SOP ini adalah Prosedur baku , Jika Tidak Dilaksanakan akan
Terjadi ketidak jelasan, Ketidak tepatan, Ketidak lancaran dan
Keterlambatan dalam Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan

1. Data Pengunjuk Rasa (meliputi jumlah,maksud dan tujuan serta identitas)
2. Dokumentasi

Lampiran 1. 14 SOP Kegiutan Penanganan Unjnk Rasa dan Kerusahan Massa



Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
i Kaglatan Kasi Opsdal K“:::nTrL: ”s';‘ & | KasatPolPP |DANTON/DANRU [Fungsional Umum|  Kelongkapan | Waktu Output 9
1 |Merencanakan menjadwalkan persiapan berbagai sl Uitk
Potensi terfjadinya Unjuk Rasa maupun kerusuhan Program Kerja 3 han Jadwal Bulan
Massa
2 |Memeriksa dan mempelajari Potensi Unjuk rasa dan —
Kerusuhan massa, jika setuju diparaf dan membuat Pertimbangan
pertimbangan serta diserahkan kepada Kasat, jika Jadwal 1 has Kabid Tibum
tidak setuju dikembalikan ke Kasi Opsdal untuk Tidak Tranihas
diperbaiki
3 |Memperhatikan pertimbangan Kabid Tibum dan
memberikan arahan tindak lanjut kepada Kabid Ya W Jadwal dan Arahan Tindak
Tibum dan Tranmasy dan Kasi Opsdal Pertimbangan Kabid 1 hari Lanjut
Tibum Tranmas
4 |Memerintahkan Dantor/ Danrw/ Anggota untuk W Perintah
melaksanaka'n Penga‘lmanan serta Penanganan Arahan Tindak Lanjut 1jam Penanganan Kasi
terhadap kegiatan Unjuk Rasa maupun Kerusuhan Opsdal
Massa
5 |Melaksanakan kegiatan Pengamanan dan W
penanganan lerhadap unjuk rasa maupun kerusuhan Penanganan massa 4 jam Penanganan SOP SPT
massa dan membual laporan massa
6 |Memenksa laporan kegialan Penanganan terhadap
unjuk rasa maupun kerusuhan massa . membuat o Telaahan Kasi
telaahan dan meneruskan kepada Kabid Tibum & S 1,4 Opsdal
Tranmasy
7 |Memeriksa laporan hasil kegiatan Penanganan Y
unjuk rasa dan Kerusuhan Massa dan mempelajari ) PE""F“;’"QE""
telaahan Kasi Opdal, membuat pertimbangan dan Telaahan Kasl Opsdal| 1 jam Kabid Tibum
menaruskan kepada Kasat Pol PP Tranmas
9 |Memperhatikan petimbangan Kabid Tibum dan \ o ] Arahan Tindak
Tranmasy, memberikan arahan dan pengarsipan Pestimbangan Kabid | 1o\ | | anjut Kasat Pol
Tibum Tranmas PP
12 |Memperhatikan arahan dan Kasat Pol FP, )
Memerintahkan Fungsional Umum untuk A"a?:" T:*"gar;;"‘]'-“ 15 Menit Pe:ar:r‘;Than
mengarsipkan laporan hasil kegiatan appl-e garsip
13 |Mengarsipkan laporan hasil kegiatan Penanganan A 4 Arsip kegiatan
unjuk rasa dan kerusuhan massa ' ' Perintah Pengarsipan | 20 menit | Penanganan unjuk
rasa




1.3.1.4. SOP Pengawalan Pejabat dan Orang — Orang Penting

Nomor SOP SOP- 304 / SATPOL.PP
Tanggal Pembuatan 08 Oktober 2015
Tanggal Revisi 08 Oktober 2017
Tanggal Efektif 04 Januari 2016
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Disahkan oleh KERARA SATUA’;E&;:’;&QE DAVKAR ROTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
BIDANG PENERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Judul SOP Pengawalan Pejabat dan Orang-Orang Penting
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman 1. Anggota Satpol.PP yang mendapatkan dan melaksanakan DIKDAS Satpol. PP
Satuan Polisi Pamong Praja 2. Memahami serta mampu membaca situasi yang berpotensi mengganggu
2. Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional 3. Mempunyai Kecakapan sebagai Pengendara Mobil maupun Motor
3. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman 4. Pengetahuan tentang tugas pokok Pol. PP dan Pemerintah daerah
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5. Mampu membaca situasi, tahan uji dan bertanggung jawab
4. Peraturan Gubernur Kalsel No. 012 tentang Juknis Operasional 6. Mampu Melaksanakan setiap tahap penegakan perda dan perwali secara tepat

Satpol. PP Propinsi Kalsel waktu dan tepat sasaran

5. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2012 tentang
TUPOKSI dan Tata Kerja Satpol. PP Kota Banjarmasin

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Perintah Tugas 1. Alat Komunikasi
2. SOP Patroli Pengawasan dan Penertiban 2. Kendaraan Mobil/ Motor
3. SOP Penjagaan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat Penting 3. Perlengkapan Perorangan seperti pentungan, borgol dan senpi dan Sangkur (jika
punya izin)
4. Surat zin Mengemudi
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. SOP ini adalah Prosedur baku , Jika Tidak Dilaksanakan akan 1. Data Potensi yang dapat menghambat Kelancaran Pengawalan

Terjadi ketidak jelasan, Ketidak tepatan, Ketidak lancaran dan

: 2. Dokumentasi
Keterlambatan dalam Pengawalan Pejabat dan Orang-Orang

Lampiran 1. 15 SOP Kegiaran Pengawalan Pejabar dan Orang-Orang Penting



Pelaksana Mutu Baku
No. K ta i Kete
e aginug Kasi Opsdal Kabid Tibum:& Kasat Pol PP Petugas Fungsional Umum CRImnERn
Tranmasy Kelengkapan Waktu Output
1 |Merencanakan menjadwalkan persiapan Pengawalan i
Pejabat dan Orang-orang Penting —)CD Program Kerja 3 har Jadwal Jamvga:‘:.;nnu
2 |Memeriksa dan mempelajari jadwal Pengawalan
Pejabat dan Orang-orang penting, jika setuju diparaf ) )
dan membuat pertimbangan serta diserahkan kepada Jetwal 1 ha | Peftimbangan Kabid
Kasat, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasi Opsdal Tidak N Tibum: Tranmas
untuk diperbatki
3 |Memperhatikan pertimbangan Kabid Tibum dan
memberikan arahan tindak lanjut kepads Kabid Ya v Jadwal dan
Tibum dan Tranmasy dan Kasi Opsdal Perimbangan Kabid 1t hart | Arahan Tindak Lanjut
Tibum Tranmas
4 |Memenntahkan Petugas yang ditunjuk melalui Surat W
Perintah Tugas untuk melaksanakan Pengawalan g Perintah Pengawalan
: A Tindak 1
Pejabat dan Orang-orang Penting rahen-TindakiLarut jam Kasi Opsdal
§ |Melaksanakan kegiatan Pengawalan Pejabat dan W
Orang-orang Penting dan membuat laporan Perintah _Pengawalan i Fa ergaiaisn SOP SPT
Kasi Opdal
6 |Memenksa laporan kegiatan Pengawalan Pejabat \
dan Orang-orang Penting ., membuat telaahan dan
meneruskan kepada Kabid Tibum & Tranmasy Paengawalan 1jam |Telaahan Kasi Opsdal
7 |Memeriksa laporan hasil kegiatan Pengawalan |
Pejabat dan Orang-orang Penting serta mempelajan . Pertimbangan Kabid
telaahan Kasi Opsdal, membuat pertimbangan dan Telashan Kasi Opsdal| 1 jam Tibum Tranmas
meneruskan kepada Kasat Pol PP
9 |Memperhatikan pertimbangan Kabid Tibum dan v . _
Tranmas, memberikan arahan dan pengarsipan Pertimbangan Kabid 15 Merit Arahan Tindak Lanjut
Tibum Tranmas Kasal Pol PP
12 {Memperhatikan arahan dari Kasat Pol PP, 3
Memerintahkan Fungslonal Umum untuk Arahan Tindak Lanjut ; ) 1
mengarsipkan laporan hasil kegiatan Kasat Pol PP 15 Menit: | Perintah Pengarsipan
13 |Mengarsipkan laporan hasil kegiatan Pengawalan v
Pejabat dan Orang-orang Penting : : Arsip keglatan
Penntah Pengarsipan | 30 menit Pengawalan




1.3.2. Kasi Samapta dan Pelatihan
1.3.2.1. SOP Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Terkait

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP

SOP- 305 / SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

08 Oktober 2015

Tanggal Revisi

08 Oktober 2017

Tanggal Efektif

04 Januari 2016

Disahkan oleh

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR
KOTA BANJARMASIN

BIDANG PENERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Judul SOP

Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja

2. Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang SOP
3. Peraturan Gubernur Kalsel No. 012 tentang Juknis Operasional

Satpol. PP Propinsi Kalsel

4. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2012 tentang TUPOKSI
dan Tata Kerja Satpol. PP Kota Banjarmasin

1. Berwibawa, percaya diri, ulet, ramah dan bertanggung jawab
2. Dapat berkomunikasi dengan baik dan benar

3. Dapat menerima kritik dan saran dari masyarakat yang bersifat
membangun dan memberikan alternatif pemecahan masalah

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Perintah Tugas

1. Komputer dan printer
2. ATK

3. Surat Tugas

4. Kendaraan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. SOP ini adalah Prosedur baku , Jika Tidak Dilaksanakan akan
Terjadi ketidak jelasan, Ketidak tepatan, Ketidak lancaran dan
Keterlambatan dalam Koordinasi dengan Instansi Terkait

1. Buku Kendali

Lampiran 1, 16 SOP Koordinusi dengan Instansi Terkait




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keteranga
9 Kasi Opsdal | Kasi Kerjasama | Instansi Terkait KatT:'i:n‘;i.ll:usr;-a & Kasat Pol PP | Kelengkapan| Waktu Output slls
1 |Mengkoordinasikan rencana penertiban dengan
Kasi Kerjasama dokumen 30 Menit disposisi
2 |Memenksa dan mempertimbangkan rencana
penertiban, bila setuju diteruskan ke Instansi
terkait, bila tidak setuju dikembalikan ke Kasi \ /< dokumen 1 hari disposisi
Opsdal untuk diperbaiki Tidak Tidak
3 [Memerksa dan memperlimbangkan rencana
penertiban, bila seluju dikembalikan ke Kasi Ya
Kerjasama untuk dilaksanakan, bila tidak setuju : Surat
_ men 1 hari :
dikembalikan ke Kasi Kerasama untuk e Perintah
diperbaiki Ya
4 |Melaporkan hasil koordinasi kepada Kabid 7
Tibum & Tranmasy dokumen 30 menit | dokumen
5 |Melaporkan hasil koordinasi kepada Kasat Pol v
£P dokumen 30 menit dokumen
6 |Memerintahkan Kabid Tibum & Tranmasy untuk W
Lo ol dokumen 30 menit dokumen
7 |Memerintahkan Kasi Opsdal untuk v
mlaksanakan penertiban dokumen 30 menit dokumen
8|Melaksanakan penertiban W Patreli
P
( ) dokumen 4 Jam dokumen eng;;asan
Penertiban




1.4. SOP Bidang Penegakan Peraturan Daerah
1.4.1. Kasi Penegakan

1.4.1.1. SOP Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Perda

PEMERINTAH KOTABANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- / SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR KOTA

Disahkan oleh BANJARMASIN

BIDANG PENEGAKAN PERDA

Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap

Judul SOP Pelanggaran Perda

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

2. Kepmendagri No.7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil

3. Permendagri No.54 Tahun 2011 tentang SOP

4. Perwali Kota Banjarmasin No.34 Tahun 2012 tentang TUPOKSI dan Tata
Kerja Sat-Pol.PP Kota Banjarmasin

5. Perda No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin

1. Memahami dengan baik Perda Kota Banjarmasin

2. Mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku

3. Memahami dengan bhaik Bidang Tugas

4. Memahami dengan baik Teknis Penyelidikan dan Penyidikan

5. Mempunyai komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahap kegiatan tepat
wakliu dan tepat sasaran

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengawasan dan Penertiban

1. Perangkat Komputer
2. Feeling Kabinet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. SOP ini adalah Prosedur baku dalam Penyelidikan dan Penyidikan Perda, jika
tidak dilaksanakan akan terjadi ketidakjelasan, ketidaktepatan,
ketidaktransparan, ketidaklancaran, dan keterlambatan dalam Penyelidikan
dan Penyidikan Pelanggaran Perda

1, Data Pelanggaran Perda Kota Banjarmasin
2. Dokumentasi Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda

Lampivan 1. 17 SOP Kegiatan Penyelidikan dan penydikidun Terhadup Pelanggaran Perda




Pelaksana Mutu Baku
: Kabid
; Kegi 1.PP Kete
Ne s Pant;agsa'kan Pe::?::an Kasg?:n‘:tar & PPNS Kelengkapan Waktu Output Rhr
1 |Menerima laporan / temuan pelanggaran terhadap
perda, memuat telaahan dan meneruskan kepada p:laaprg;;;:n;:?;a 2 Jam Telaahan
Kabid Penegakan Perda
2 |Mempelajar telaahan perjanggaran ;’erda dari Kkas: v Telaahan dan Ped:‘nt;?:gan
Penegakan memuat pertimbangan dan meneruskan \aporan/ temuan 4 dam o a !
kepada Kasat Pol. PP & Damkar pelanggaran Perda elf;z?;aan
3 |Memperhatikan pertimbangan Kabid Penegakan Perda W Aran iasat
atas pelanggaran Perda, memerintahkan penyelidikan Pertimbangan Kabid B Pol.PP &
dan penyidikan selanjutnya Penegakan Perda Damkar
4 |Memperhatikan perintah Kasat Pol. PP & Damkar,
memberikan perintah kepada Kasi Pensgakan i
d 2 ¢ Arahan Kasat Pol PP Astan irebic
8 Darnkar 1 Jam Penegakan
Perda
5 |Memperhatikan perintah Kabid Penegakan Perdam g P
melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas ‘
pelanggaran Perda, memuat berita acara pemerikaasn Arahan Kabid 3Hari | Berita acara
dan melaporkan kepada Kasat Pol PP & Damkar Penegakan Perda
melalui Kabid Penegakan Perda
6 |Mempelajari berita acara dan laporan hasil N Pertimbangan
penyelidikan dan penyidikan, memuat pertimbangan Berita acara dan 1 Jam Kabid
dan meneruskan kepada Kasat Pol PP & Damkar laporan Penegakan
Perda
e > v '
v Mempglgjan beriia acgr_a San Bporan ha§|I _ Berita acara, laporan Arahan Kasat
penyelidikan dan penyidikan, memperhatikan !

, . . dan pertimbangan | 2 Jam Pol.PP &
pertimbangan Kabid Penegakan Perda, memberikan Kabid DarlGT
arahan untuk proses selanjutnya

8 |Memperhatikan arahan Kasat Pol.PP & Damkar, Arahan Kabid
; . ; : Berkas, arahan Kasat
memberikan arahan tindak lanjut kepada Kasi Pol PP & Damkar 1 Jam Penegakan
Penegakan Perda untuk proses selanjutnya ' Perda
9 I;A:nyzg:ga:kan berkas pelanggaran Perda kepada J Y ——
"9 Pol.PP & Damkar, allam Pengantar dan
arahan Kabid berita acara
Penegakarn Perda




1.4.2. Kasi Hubungan Antar Lembaga
1.4.2.1. SOP Kegiatan Hubungan Antar Lembaga

Nomor SOP SOP- / SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Disahkan oleh
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN
BIDANG PENEGAKAN PERDA Judul SOP Hubungan Antar Lembaga

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Memahami dengan baik Perda Kota Banjarmasin

2. Kepmendagri No.7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasi Penyidik Pegawai Mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku
Negeri Sipil Memahami dengan baik Bidang Tugas

3. Permendagri No.54 Tahun 2011 tentang SOP Memahami dengan baik Teknis Penyelidikan dan Penyidikan

4. Perwali Kota Banjarmasin No.34 Tahun 2012 tentang TUPOKSI dan Tata Kerja Mempunyai komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahap kegiatan tepat
Sat-Pol.PP Kota Banjarmasin waktu dan tepat sasaran

5. Perda No.25 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Kerja dan Satpol PP

i ) Ny e

Keterkaitan Peralatan/periengkapan

1. SOP Koordinasi Hubungan Antar Lembaga 1. Perangkat Komputer
2. Feeling Kabinet

Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. SOP ini adalah Prosedur baku dalam Penyelidikan dan Penyidikan Perda, jika |1. Data Pelanggaran Perda Kota Banjarmasin
tidak dilaksanakan akan terjadi ketidakjelasan, ketidaktepatan, 2. Dokumentasi Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda

ketidaktransparan, ketidaklancaran, dan keterlambatan dalam Penyelidikan dan
Penyidikan Pelanggaran Perda

Lampiran 1. 18 SOP Kegiatan Hubungan Antar Lembaga



Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasi Hubungan Kasi Instansi " KasatPol.PP & Keterangan
Antar Lembaga Penegakan Terkait Katwd Damkar Kelengkapan Wikt Output
1 |Menyusun bahan koordinasi dan keria sama dengan
Kepolisian Negara RI, Penyidik Pegawai Negen Sipil dan ,
Aparatur lainnya dalam rangka penegakan Perundang Dokumen 1 Han Dokumen
Undangan
2 |Memeriksa dan memperfimbangkan rencana koordinasi dan
kerjasama dengan Kepolisian Negara Rl Penyidik Pegawai Tidak
Negeri Sipil dan Aparatur lainnya. Bila setuju maka di teruskan Dokumen 1 hari Dokumen
ke inslansi terkait, bila tidak setuju maka di susun kembali oleh
Kasi Hubungan Antar Lembaga i
3 |Melaksanakan Koordinasi dengan Kepolisian Negara Rl
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur lainnya melalu
rapat buanan Dokumen 1x Sebulan | Dokumen
4 |Melaporkan/Mengagendakan hasil Koordinasi kepada Kabid v
Penegakan Perundan Undangan Daerah Dekiaien 1 Hari —
5 |Melaporkan hasil koordinasi kepada Kasat Pol PP & Damkar
Dokumen 1 Hani Dokumen
6 |Memerintahkan Kabid Penegakan Perda untuk melakukan
koordinasi Hubungan Antar Lembaga Dokumen 1 Hari Dolasrien
7 |Memernintahkan Kasi Hubungan Antar Lembaga untuk
melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Rl PPNS & .
aparatur lainnya Dokumen 1 Han Dokumen




1.5.SOP Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

1.5.1. Kasi Perlindungan Masyarakat
1.5.1.1. SOP Rekruitmen Anggota Linmas

BAN AR MALN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAVI KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- / SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR

Disahkan oleh KOTA BANJARMASIN

BIDANG PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Judul SOP Rekruitmen Anggota Satlinmas

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011 Tentang
Pedoman dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran

Permendagri No. 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

3.

1. Memahami Rekruitmen Anggota Satlinmas

2. Memahami Prosedur Administrasi Rekruitmen Anggota Satlinmas

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan Rekruitmen
Anggota Satlinmas dengan tepat waktu dan tepat sasaran

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Alat Tulis Kantor
2. Perangkat Komputer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. SOP ini adalah Prosedur baku dalam Rekruitman Anggota
Satlinmas, jika tidak dilaksanakan akan terjadi ketidakjelasan,
ketidaktepatan, ketidaklancaran dan keterlambatan dalam
Rekruitman Anggota Satlinmas

1. Data Intensitas Rekruitmen Anggota Satlinmas
2. Dokumen Rekruitmen Anggota Satlinmas

Lampiran 1. 19 SOP Rekruitmen Anggoia Linmas




Polaksana Mutu Baku
No. Keglatan Kabld. Keterangan
% Kasi Linmas Pembinaan K";' POlPP& |  Fungsional |\ eiTerkal| Kelengkspan Waktu Qutput ¢
amkar Umum
Satlinmas
1 [Menyusun Rencana dan Telaahan Staf tentang reknitmananggota o Kera
Saffinmas dan menyampaikan kepada Kabid Pembinaan fOFRA) 8 ) Telaahan dan
Satinmas ,‘ } Bidang Pembinaan 2@am 5t ;
Satinmas Rencana reknutmen
2 |Mempalajan Telaahan tentang rekrutmen anggota Satlinmas, 4
apablla tidak peru perbaikan membuat pertimbangan dan / Periimbangan Kabid
menerusian ke Kasat PolPP & Damkar, apabila perlu perbaikan Telaahandan 30 Menit Combinann Terkait dengan SOP
maka akan disarahkan kembali ke Kasi Linmas Rencana rekruitmean Pemberian Disposisl
Tidak Satlinmas
3 |Memperhatikan pertimbangan Kabid Pembinaan Satlinmas, X
memberikan arahan indak lanjut pelaksanaan pereknutan anggota Peimbangankabid | 4 vy Arshan Kasat
Sallinmas Pembinaan Satlinmas Pol PP & Damkar
4 |Memperhatikan arahan Kasat Pol.PP & Damkar dan menugaskan
Kasi Linmas untuk mempersiapkan kelangkapan pelaksanaan dan Penugasan Kabid
melaksanakan perakautan anggota Satlinmas “mhg;' g::;;m'pp 30 Menit Pembinaan
Satlinmas
5 |Memperhatkan arahan Kabid Pembinsan Satinmas dan PerugasanKabid ——
mempernatkan Fungsional Umum untuk mempersiapkan Sarana : 3 30 Menit " :
dan Prasarana perekndan anggola Satinmas Pembinaan Satinmas Linmas
6 |Melaksanakan perintah Kasl Linmas mempersiapkan Sarana dan - o ) )
Prasarana pereknitan anggota Satlinmas termasuk surat-manyurat ) ) Persiapan Sarana | Terkait dengan SOP
sesuai dengan keperiuan Perirtah Kasi Linmas 2 Hari gan prasarana Persyaratan Lamaran
rpereknian Linmas Kena
7 |Melaksanakan pereknitan anggota Satinmas, membua laporan T l ) B
dan menyampaikan kepada Kasat PolPP & Damkar melalui X Persiapan Sarara Peiqksaraan
Kabid Pembinzan Satinmas dan prasarana 10 Hanl Kena rekrutmen dan
rperekndan Linmas Laporan
8 |Mempeigjan Laporan dan Kasi Linmas, membuatl pertimbangan ) i
PP mkar Laporan tantang Pertimbangan Kabld
dan menanskan kepada Kasat Po &Da rakrilsren ahgacta 40 Mt Perbirais
Sathnmas Satlinmas
8 |Memperhatikan Pedtimbangan Kabld pembinaan Satiinmas dan
memberikan arshan serta membual SK reknitmen anggota Partimbangan Kabid g Farivéah pRmtuatan
Satlinmas PemBinaan Satinmas 30 Menit SK rekruitmen
anggota Satlinmas
10 [Mempetnatikan  arahan  Kasat PolPP & Damkar dan : ;
memerintahkan Kasi Linmas untuk membuat SK rekmitmen Perintah pembuatan Penntah Kabid
anggota Satlinmas SK reknitmen 2 Jam Pembingan
anggota Satlinmas Satlinmas
11 Memperhatkan arahan Kabid Pembinsan Safinmas dan
mnmartan Fungsional Umum untuk membuat SK reknutman Perintah Kabid T Perintah Kasi
anggota Salinmas Pembinaan Satinmas Linmas
12 |Membuat SK reknutmen anggota Satinmas — # SOF
reknatmen erkait dengan
( ' Permah Kasi Linmas 1jam anggota Satinmas Pambuatan SK




1.5.1.2. SOP Kegiatan Pembinaan dalam Perlindungan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- / SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR

Disahkan oleh KOTA BANJARMASIN

BIDANG PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kegiatan Pembinaan Dalam Perlindungan

Judul SOP Masyarakat

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.40 Tahun 2011 Tentang Pedoman
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Permendagri No.84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perlindungan
Masyarakat

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

1. Memahami Kegiatan Pembinaan Dalam Perlindungan Masyarakat

2. Memahami Prosedur Administrasi Pembinaan dalam Perlindungan
Masyarakat

Mempunyai Komitmen tinggi untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan
Dalam Perlindungan Masyarakat dengan tepat waktu dan tepat sasaran

3.

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan

1. Alat Peraga Pembinaan
2. Tempat Pembinaan

3. Spanduk

4, Sound System

5. Perangkat komputer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. SOP ini adalah Prosedur baku dalam Kegiatan Pembinaaan Dalam
Perlindungan Masyarakal, jika tidak dilaksanakan akan terjadi
ketidakjelasan, ketidaktepatan, ketidaklancaran dan keterlambatan dalam

kegiatan Pembinaan Dalam Perlindungan Masyarakat

1. Data Intensitas kegiatan Pembinaan Dalam Perlindungan Masyarakat
2. Dokumen Kegiatan Pembinaan Dalam Perlindungan Masyarakat

Lampiran 1, 20 NOP Pembinaan Dafam Perlindungan Masvarakat




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasl Pelatihan & |Kabid. Pembinaan | Kasat PolPP & Keterangan
Mobilisas| Satlinmas Damkar FungsionalUmum | Instansi Terkait Kelengkapan Wakiu Qutput
1" |Menyusun Rencana dan Telaahan Staf kegiatan Pembinaan dan Perindungan ’
87 ; i Program Kera Telaahan dan
Masyarakat dan menyampaikan kepada Kabid Pembinaan Satinmas ( } Bidang Pembinasn 2jam Re )
Sallinmas Pembinaan Linmas
2 |Mempelajan Telashan Kegiatan Pembinaan dan Perindungan Masyarakat
anggotan Linmas, apabila tidak peru perbaikan membuat perimbangan dan Telaahan dan Pertimbangan Kabid| Terkait dengan
menaruskan ke Kasat Pol PP & Damkar, apatila peru parbaikan maka akan Tidak Rencana 30 manit Pembinaan SOP Pembanan
disarahkan kemball ke Kasi Pelatihan dan Kemampuan Fisik Pambinaan Linmas Satinmas Dispasisi
B a—"
3 |Memperhatikan petimbangan Kabid Pembinaan Satfinmas, memberkan & Bt
arahan indak lanud pelaksanaan Pambinsan Linmas " it ! Arahan Kasat
Kabid Pembinaan | 30 meni 0
’7 Satlinmas POFFEEs
4 |Memperhatikan amahan Kasal FolPP & Damkar dan Menugaskan Kasi =
Pelatihan dan Mobdisasi untuk mempersiapakan kelengkapan pelaksanaan dan Aratian Kasal Pemugasan Kabid
melaksanakan Kegiatan Pembinaan Linmas PolLPP & Damkar | 20 ment Fembinaan
o g Salinmas
5 |Memperhatikan arahan Kabid Pembinraan Sainmas dan memerintahkan Penugasan Kabid )
Fungsional Umum untuk mampersiapkan Sarana dan prasarana Pembiraan Pembinaan 30 menit Pemf'iah Kasi
Linmas Satiinmas Hinmas
B |Melaksanakan penrzah Kasi Pelatihan dan Mebilsast mempersiapkan Sarana 2 — —
dan Prasarana Pembinaan sesual dengan keperiuan : ersiapan na it dangan
o Perll-mal:w 2 han dan Prasarana SCP Parmirtaan
Pembinaan Linmas Narasumber
7 |Melaksanakan Kegietan Pembinaan anggota Linmas. membuat laporan dan [ 1
menyampaikan kepada Kasal PolPP & Damkar melaki Kabid Pembinaan Persiapan Sarana Pelaksanaan
Satlinmas dan Prasarana 1 har kerja | Pembinaandan
Pembinaan Linmas Lapora
8 |Mempelajan Laporan dan Kasl Linmasi, membuat pemtimbangan dan * Laparan Pertimbangan Kabid
menaruskan kepada Kasat Pol PP & Damkar Aposan 30 ment Pembinsan
Pambinaan Linmas
: Satinmas
9 |Mempermankan Perymbangan Kabid Pembinaan Satinmas dan memberikan Parimbangan
arahan serta Pengarsipan Kabid Pembinaan | 30ment |  Peiman
Satinmas engasrsipan
10 [Memperhatikan arahan Kasat PolPP & Damkar dan memernntahkan Kasi B Periniah Kabld
Linmas untuk pengarsipan i e:sm;han 2jam Pembinaan
g P Satinmas
11 |Mamperhatikan arahan Kebid Pembinaan Safinmas dan memerintahkan Perintah Kabid
Fungsional Umum unluk pengarsipan Peribinaan 2jam Parntah Kasi
Satlinmas U
12 |Mengarsipkan Laporan kegiatan Pembinaan Linmas Perirtah Kasi Arsip Laporan Terkait dangan
Llfima 1am Keglatan SOP Penyusunan

Permbinaan Linmas

Laporan




1.5.2. Kasi Pelatihan dan Mobilisasi
1.5.2.1. SOP Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Fisik

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP SOP- / SATPOL.PP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR

Disahkan oleh KOTA BANJARMASIN

BIDANG PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan

Judul SOP Kemampuan Fisik

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.40 Tahun 2011 Tentang Pedoman
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Memahami Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Fisik
2. Memahami Prosedur Administrasi Pelatinan Peningkatan Keterampilan dan

2. Peraturan Walikota Banjarmasin No.34 Tahun 2012 Tentang Tugas Kemampuan Fisik Perlindungan Masyarakat
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Banjarmasin 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan
3. Permendagri No.84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perlindungan Keterampilan dan Kemampuan Fisik dengan tepat waktu dan tepat sasaran
Masyarakat
4. Permendagri No.42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. Alat Peraga/ Praktek Pelatihan
2. Tempat Pelatihan
3. Spanduk
4. Sound System
5. Perangkat komputer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1.

SOP ini adalah Prosedur baku dalam Kegiatan Peningkatan Keterampilan
dan Kemampuan Fisik, jika tidak dilaksanakan akan terjadi ketidakjelasan,
ketidaktepatan, ketidaklancaran dan keterlambatan dalam kegiatan
Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Fisik

1. Data Intensitas kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Fisik
Anggoata Perlindungan Masyarakat

2. Dokumen Kegiatan Peningkatan Ketermpilan dan Kemampuan Fisik
Anggota Perlindungan Masyarakat
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Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasi Pelatihan & | Kabid. Pembinaan | KasatPolPP & Keterangan
Mobilisasi Satlinmas Damkar Fungsional Umum | Instansi Terkait Kelengkapan Waktu Cutput
1 |Memyusun Rencana dan Telaahan Staf kegiatan Peningkatan Keterampilan dan )
Kemampuan Fisik dan menyampaikan kepada Kabld Pembinaan Satipmas ‘Program Kera Telaahan dan
Bidang Pembinaan 2am Rencana Pelatihan
Satlinmas Linmas
2 |Mempelajan Telaahan Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan
Fisik anggotan Linmas, spabila tidak perfu perbaikan membual petimbangan Telaahan dan Pertimbangan Kabid| Terkait dengan
dan meneruskan ke Kasat Pol PP & Damkar, apablla peru perbalkan maka akan Tidak Rencana Pelatihan | 30 ment Pembinaan SOP Pembarian
disarahkan kembal ke Kasi Pelatihan dan Kemampuan Fisik ¢ Linmas Satinmas Cisposisi
=1
3 |Mempermatikan perimbangan Kabid Pembinaan Satinmas. membenkan arahan 3 Pertimbangan
tindak lanut petaksaraan Pelatihan Linmas Kabid Permbi 30 menit Arahan Kasat
| 32 Peol PP & Damkar
| Satlinmas
4 |Memperthatikan arahan Kasal Pol PP & Damkar dan Menugaskan Kasi Felatinan v o Kb
dan Maobiksasi uiluk  mempersiapakan  kelengkapan pelaksansan dan ArdhaTeEEal enugasan abid
melaksanakan Kegiatan Pelatihan Linmas S 30 ment Pembinaan
PolPP & Damkar | Satinmas
§ |Memperhatikan arahan Kabid Pembinaan Salinmas dan memetintahkan 4 Penugesan Kabid Parintah Kasi
Fungsional Umum unfuk mempersiapkan Sarana dan prasarana Pelatifan Perfibiran 30 merit Palatihan dan
Hinvias Satiinmas Mobilisasi
6 |Melaksanakan perintah Kas| Pelatihan dan Mobilisas) mempersiapkan Sarana ] .
Perirtah Kasi Persiapan Sarana | Terkait dengan
P Pelatha de keperiua
pas st o acH Chngnrispenen Pelatihan dan 2 han dan Prasarana SOP Perminaan
Mobilisast Linmas Narasumber
7 |Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Paningkatan Keterampitan dan Kemampuan I 1 Paitispan Sarans Pitak
Fisik asnggota Linmas. membuat laporan dan yampaikan kepada Kasat dan Prasarana { heri ketia Pelatihan dan
Pol PP & Damiar melalui Kabid Pembinaan Safirmas Linas Lapos
| I
8 |Mempelajan Laporan dan Kasi Pelatihan dan Mobilisasi, membual petimbangan | Peimbanaan Kabid
dan meneruskan kepada Kasat Pol PP & Dambkar Lspoga_n Pelatihan a0 @ m :
Linmas Sath
9 |Memperhatikan Petimbangan Kabid Pembinaan Satinmas dan membenkan - Pertimbangan | -
arahan sena Pengarsipan Kabid Pembinaan | 30 ment B a:;"
Satinmas HRhRE
10 Memperhatkan arahan Kasat PolPP & Damkar dan memerntahkan Kasi _ Pefirih Kabid
Pelaihan dan Mobilisasi untuk pengarsipan Perinah 2 i ParbiAshn
Pengasrsipan Satinn
11 |Memperhatikan arahan Kabid Pembinaan Satinmas dan memennishkan Parintah Kabid Perintah Kasi
Fungsional Umum untuk pengarsipan Pambinaan 2 jam Pelatihan dan
I Satlinmas Mobilisasi
12 |Mengarsipkan Laporan kegiatan Pelatihan Linmas Perintah Kasi | Arsip Laperan Terkait dengan
| Pelalihandan | 1jam Kegiatan Pelsthan | SOP Panyusunan
I Mobilisasi Linmas Laporan




1.6.SOP Bidang Pemadam Kebakaran
1.6.1. Kasi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

1.6.1.1. SOP Pelatihan Dasar dan Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Terhadap Bencana dan Kebakaran

NOMOR SOP
PEMBUATAN
TANGGAL REFISI
TANGGAL EFEKTIF
P SATU. oL D (@]
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DISAHKAN OLEH e ey e
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pelatihan Dasar dan Peningkatan Sumber
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN JUDUL SOP Daya Masyarakat Terhadap Bencana dan
Kebakaran

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA ;

1. Peraturan Pemerintah Ne. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin;

Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Banjarmasin

2. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok,

1. Penggunaan Anggaran
PPTK dan Staf
Narasumber/ OPD terkait

Kelurahan/ Kecamatan
Peserta Pelatihan

oA © N

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

- Pelaksanaan Pelatihan Damkar

ATK
Spanduk
Meja
Kursi

. Komputer

Printer

Tempat/ Ruangan Pelatihan
Sound system/ LCD
Periengkapan Lainnya

I
®No o

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual (Jadwal dan Laporan Hasil
Kegiatan)
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1.6.1.2. SOP Lomba Ketangkasan BPK/ PMK Swasta Kota Banjarmasin
NOMOR SOP
PEMBUATAN
TANGGAL REFISI
TANGGAL EFEKTIF
KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR KOTA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DISAHKAN OLEH BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN JUDUL SOP Lomba Ketangkasan_ BPK/ EMK Swasta Kota
Banjarmasin

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA .

1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin

2. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Banjarmasin

1. Pengguna Anggaran
2. PPTK dan Staf

3. Tim Lomba

4. Peserta Lomba

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
- Pelaksanaan Lomba 1. ATK 6. Printer
2. Spanduk 7. Tempat/ Ruang Sosialisasi
3. Meja 8. Sound System/ LCD
4. Kursi 9. Perlengkapan Lainnya
5. Komputer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual ( Laporan Hasil Kegiatan )
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Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur/ Kegiatan Keterangan
. KASI StafPelaksana|  KABID KasaT | Persvaraan/ Output
Perlengkapan
1 [Membuat Jadwal Kegiatan dan Menyiapkan materi yang RKA Nota Dinas
akandisampaikan dalam Lomba ( } pr Peraluranl 1 Hari Jadwal
Terkait Kegiatan
2 [Menyiapkan Kegiatan I
SK Tim Lomba 1 Hani SK
3 |Melaksanakan Kegiatan Dafiar Peséit
Daftar Hadir, Tanda | 1 Hani Kegiatan Lomba
T Terima
4 |Mengumpukan Data ¥
DatadanDokumen | 1Hari | Berkas Kelengkapan
5 |Membuat dan Menyampaikan Laporan
( } SPTB 1 Hari Berkas SPTB




1.6.2. Kasi Pembinaan Barisan Sukarela

1.6.2.1. SOP Operasional Siaga Posko BPK Bencana/ Kebakaran Kota Banjarmasin

NOMOR SOP

PEMBUATAN

TANGGAL REFISI

TANGGAL EFEKTIF

KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DISAHRAN OLEH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN JUDUL SOP Operasional Siaga Posko BPK Bgncanaf
Kebakaran Kota Banjarmasin

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

B Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kota

2. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2012 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan

1. Pengguna Anggaran
2. PPTK dan Staf

3. Tim Siaga Posko

4. Anggota Damkar

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
- Pelaksanaan Siaga Posko BPK 1. ATK 5. Komputer
2. Spanduk 6. Printer
3. Meja 7. Posko Siaga
4, Kursi 8. Perlengkapan Lainnya
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual ( Jadwal Sosialisasi,
Laporan Hasil Kegiatan )
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Pelaksana Mutu Baku
: i i Keteran
No Uraian Prosedurf Kegiatan KASI Staf Pelaksana KABID KASAT PapRatani Waktu Output gan
Perlengkapan
1 gl{?:;(t;uat Jadwal Kegiatan dan Menyiapkan Tim Siaga RKA. Nota Dinas,
NPD, Peraturan 1 Hari Jadwal
Terkait Kegiatan
2 |Menyiapkan Kegiatan
SK Tim 1 Hari SK
3 |Melaksanakan Kegiatan Daftar Jaga, Daftar
‘ Hadir, Tanda Teima | 1 Hari Kegiatan Harian
I Hanor
4 (Mengumpulkan Data ¥
Data danDokumen | 1Hari | Berkas Kelengkapan
5 |Membuat danMenyampaikan Laporan
D; SPTB 1 Hari Berkas SPTB

WALIKOTA BANJARMASIN

-

H. IBNU SINA




